
BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 232 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Sistem Akuntansi ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bungo tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3969);

4. Undang-. . . . .
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah. . . .
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17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009

Nomor 45);

19. Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor

46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo yang meliputi Bupati

beserta perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bungo, dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

Daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas

bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/

Pengguna Barang.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada SKPD yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Pejabat Penatausahaan. . . .
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12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD pada SKPD.

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan atau

penerimaan/pengeluaran pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

20. Pelaporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten

Bungo atas kegiatan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana pada Bank yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

22. SP2D Nihil adalah dokumen diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM

yang dananya tidak untuk dicairkan pada Bank dan dipergunakan sebagai

dokumen sumber penyusunan Laporan Arus Kas.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer.

(2) Rincian Sistem Akuntansi. . . .
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(2) Rincian Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

meliputi :

a. Lampiran I memuat Proses Akuntansi Keuangan Daerah;

b. Lampiran II memuat Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD);

c. Lampiran III memuat Prosedur Pencatatan Penggunaan Dana pada Rumah

Sakit Umum Daerah selaku BLUD;

d. Lampiran IV memuat Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD);

e. Lampiran V memuat Akuntansi pada Bendahara Umum Daerah (BUD);

f. Lampiran VI memuat Akuntansi Konsolidasi;

g. Lampiran VII memuat Bagan Perkiraan;

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 11 November 2009

BUPATI BUNGO,

dto

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 11 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

KHAIDIR SALEH


